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KEPUTUSAN PRESIDEN RIE ]’UBI K II\IJDONI‘SI/\
NOMOR 48 TAIIUN 2002
TENTANG
IERUBAHAN ATAS
KIEPUTUSAN PRESIDIEN NOMOR 110 TAWUN 2007 TI,
| UNIT ORGANISAST DAN TUGAS ESELON ]
LEMBAGA PEMERINTA NON DEPARTEMIEN
SEBAGAIMANA TEIAI ]_')I.I_JBAI‘I DIENGAN
KEPUTUSAN PRESIDILN NOMOR 5 TATIUN 2002

N r [\T“IG

PRESIDEN R If[’U]_lL] KINDONESIA,

Menimbang @ 4 bhahwa Badan Meteorologi dan Geofisika mempunyat peranan

yang strategis dalam menunjang kegiatan pemerintahan dan

')Cinhannman schingpa  perluy diubah  menjadi Lembagpa
] 3 gE .

Pemerintah Non Departemen;

b.  bahwa

i

\
sehubungan dengan hal Aersebut pada buruf a, maka |

lmn(]dng perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor

LIO Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1

Lembaga P emerintaly Non Departemen scbagaimana tclah

diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002,
Mengingat . pasal 4 ayat ( 1) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 22 Talhun 1999 tent

Dacralh ( Lembar

ang Pemerintahan
an Negara Talun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomaor 3839);

3. Peraturan ..




Menetapkan

PRESIDEMN
RECUBM_ I INDOME SIA

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 lentang
Kewenangan Pemerintall  dap Kewenangan Propinsi schagai
DRacrah Olonam ( Lembaran Negara Tabun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Megara Nomor 3952);

4. Keputusan  Presiden Nomor 103 Tahun 200} lentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
(:.l‘n";a' H!a K.(;.‘}:'tmmLcmhaga Pemerintalk Non Departemen
schagaimana  telah beberapa  kal diubah, terakhir dengan

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;

N

Keputusan Presiden Nomor 110 Tabun 2001 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon Lembaga Pemerintah Nop
Departemen  sehagaimana  telah divbaly  dengan Keputusan

Presiden Nomor 5 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN  PRESIDEN NOMOR 1190 TAHUN 2001

TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ISELON 1

LEMBAGA PEMERINTAII NON DEPARTEMEN SEBAGATL-
MANA TELAU DIUBAL DENGAN KEI'UTUSAN IRESIDIN
NOMOR 5 TAIIUN 2002,

Pasal 1...

S~ .
—
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I'asal 1

Beberapa ketentvan dalam Keputusan Presiden Nomor 110
Fahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Fsclon I
Lembaga Pemerintah Non Depatiemen sebagaimana telah diubal

dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002 diubah

sebagai berikut

I. Ketentuan Pasal 1| diubah, schingga seluruhnya berbunyi

sebagai berikul :

- “Prasal |
Lembaga Pemerintah Non ]f)c_l‘aal'tc11'|c11 terdiri darj
I. Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN;
2. Arsip Nasjoual Republik Indonesia disingkat ANRI;
3. Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN;M -

1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disinglkat

PERPUSNAS;

5. Badan Perencanaan Pembanpgunan Nasiona] disingkat

BAPPTINAS;
6. Badan Pusat Statistik disingkal BPS;

7. Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN;

8. Badan ...



8.
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Dadan Pengawas Tenaga Muklir disingkat BAPETEN;
Badan Tenaga Nuktir Nasional disingkat BATAN;
Badan Jutelijen Nepgara disingkat BIN:

L.eml;mg;; Sandi Nepara disingkat LEMSANEG;
Badan Urusan Logistik disingkat BULOG; -

Badan  Koordinasi Kclvarga  Berencana Nasiona]

disingkat BKKIBN;

Lembaga - Penerbangan' Antariksa ‘Nasional - disingkat

LAPAN;

Badan  Koordinasi survei  dan Pemelaan Nasional

disingkat BAKOSURTANAL;

- Badan  Penpawasan Keuangan  dap Pemhangunan

disingkat BPKP:

Lembaga Ilnu Pengetahuan tidonesia disingkat LIPI:
Badan Pengkajian dan Penerapan 'I‘ckno]mg‘i disingkal
BPPT;

Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkat BKIM;
Badan Pertanahan Nasional disingkat BPN:

Badan Pengawas Obat dan Makanan disingkat BPOM:

Lembaga Informasi Nasional disingkat LIN:

23. Lembaga ...
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|
|
23, Lembaga Ketahavan | Nasional disinglat
LEMITANNAS;

24, Dadan Pengembangan Kebudayaan  dan Pariwisata

disinglkat BP BUDPAR:

[
LN

Badan Meteorologi dan Geofisika disingkat BMG.”

2. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (saw) Bagian
baru yaitu Bagian Keduapuluhenam, vang terdit darj 2
(dua) pasal yaitu Pasal SIA .1 dan Pasal A2, yang

berbunyi sehagai berikut:

“Bagian Keduapuluhenam

Badan Melcorolagi dan Geofisika

Pasal 51A.1
BMG terdit dari -
a. Kepala;
b, Sckretariat Utama,
¢. Depuli Bidang Obscrvasi;

d. Deputi Bidang Sistem Data dan Informasi.

Pasal - 51A.2 ...
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Pasal 51A.2
(1) Kepala mempunyai igas:

a meminpin BMG sesuai denpan kelentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku:

b. menyiapkan kebijakan nasional dag kebijakan umum

sesual dengan ugas BMG:

¢. menclapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BMG
yang menjadi tanggung jawabnya:
d. membina  dan  melaksanakan kerjasama  denpgan

instansi dan organisasi fain.

(2) Sckretariat Utama mempunyat tugas mengkoordinasikan
perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap
program, administrasi, dan sumber daya dj lingkungan

BMG.

—————

(3) Deputi Bidang Obscervasi mempunyat tugas melaksana-
kan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
obscrvasi meteorologi, klimatolopi dan koalitas udara,

dan peolisika.

(4) Deputi Bidang Sistem Data dan Informasi mempunyal
fupas melaksanakan  perumusan dan nelaksanaan
kebijakan  di bidang  sistem data dan uformas;j
melcorologi,  klimatelogi  dan  kualitas udara, dan

geofisika. "

Pasal 1T ...
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PPasal 11 i
t

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tahggal diletapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Juli 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salivan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
- Pc’ruhduiipwlmdzmgan I,
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